i

BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMORZ A TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris DPRD
Kabupaten Lahat Nomor 34/1I/ND/2017 sehingga Peraturan Bupati Lahat
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat
perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Pencabutan atas
Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lahat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Sipil Negara,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor d Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup
2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Scanned by CamScanner




Scanned by CamScanner



